KEPUTUSAN K
K|EPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

RAUDHATUL ATH

‘ PROVINSI JAWA TIMUR
| NOMOR 4258 TAHUN 2018
x TENTANG

;’mnm IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
AZAKKA SAWOJAJAR KEDUNGKANDANG KOTA MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

DENC?AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA |
KANTOR WII%AYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang

Mengingat

|
a. I}ahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan

audhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan

esempatin masyarakat melalui organisasi berbadan hukum

tuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan
tandar nasional pendidikan;

ahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
ll!.ampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan
:}dministratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan
berdasarkan Nota Dinas Pertimbangan Dari Kepala Bidang
Pendidikan Madrasah Nomor :
11IO/KW.13.2/5/??.00/08/2018 tanggal 21 AGUSTUS
2018 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian
Agama KOTA MALANG Nomor: B-
§77/K1<.13.25.2/PP.00/4/2018 tanggal 19 APRIL 2018;

alam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
epala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Timur tentang lzin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal
AZAKKA SAWOJAJAR KEDUNGKANDANG KOTA
ALANG Provinsi Jawa Timur.

aahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
ndidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Mahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomor 4301);

ndang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia ’I:ahun 20Q5
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

|

peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang -
s}tandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Ihdonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah /
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 .’l‘ahun 2015
téntang Perubahan Kedua Atas Peraturan P.emermtah Itlgnn:or
19 ‘Tahun 2005 tentang Stzmdar. N'asmnal' Pendidikan
(lembaran Negara Republik Indonesia I:ahun 20153 Nomor
711, 'lambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor

5(110);
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‘Pera‘turan Pemerintalh No;

i nor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
' asar (Lemb i
Indonesia Tahun 2008 Nom( S o

Ry : or 90, Tambahan Lembaran
|N¢gum Republilc Indonesia Nomor 4863);

Pendidikan (Lembaran  Negara Republik

X mor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambakan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941), scbagaimana  telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
I’(:raturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;

|

Pcraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
llCcngclolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

eraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
asar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
ertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
! tas/Madrasah Aliyah;

écraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1S Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota  sebagaimana telah diubah dengan
Beraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Fendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Felayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Reraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 206) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan

fenteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan '

tas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikar.x Agama Islam

da Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
omor 684);
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: KEPUTUSAN  KEPALA

: Memberikan izin  operasional
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'e;l;tel;;in Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
bt dge:iaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah
016 ¢ gan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
entang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

8ama Nomor 9( Tahu
endidikeg Madtasan n 2013 tentang Penyelenggaraan
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MEMUTUSKAN :

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIO
NAL PEND
RAUDHATUL ATHFAL Rrin

: TAZAKKA SAWOJAJAR
‘(ED].’J NGKANDANG KOTA MALAN G PROVINSI JAWA TIMUR.

) pendirian Raudhatul Athfal
s.ebagmmana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
txdakg terpisahkan dari Keputusan ini.

scetelah jangka waktu 4 (empat) tahun,

Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib :

a. Ményampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat

paling  sedikit perkembangan jumlah peserta didik,

pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar

sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar
pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Meéngajukan pendallaran visitasi akreditasi PAUD/Raudhatul
Athfal kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

: Dalam  hal perkembangan  Raudhatul  Athfal sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua
huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

: Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua
huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, meka izin
operasional scbagaimana dimaksud dalam. Diktum Kesatu
dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Agustus 2018
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